
.. 

BUPATI JOMBANG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 9 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 58 TAHUN 2017 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang a . bahwa Pemerintah Kabupa ten Jombang m emperoleh Alokasi 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Belanj a 
Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Anggaran 
Pendapalan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
Anggara n 2017 setelah Pcraturan Daera h Nomor 15 Tahun 
201 7 ten tang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 20 18 dit.etapkan, sehingga da n a tersebut 
perlu ditampung dalam Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Perubah an Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa untuk m ela k sanakan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu m en e tapkan Perubahan atas Peraturan Bupati 
J ombang Nomor 58 Tahun 2017 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pend apatan dan Belanja Daera h Tahun Anggara n 
2018 dalam Peraturan Bupati. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tent.a n g 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lin gkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 4 1) sebagaimana tela h diubah 
den gan Undang-Unda ng Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Ta hun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbenda h araan Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4 . Unda n g-Unda.n g Nomor 15 Tahun 2 004 tentang 
Peme riksaan Pen gelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Nega ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Unda.ng Nomor 12 Tahun 2 011 tentang 
Pembentuka n Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
d iubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentan g 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 2 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

9. Pera turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peratura n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pen gelolaa n Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pem erintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

12 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kiherja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 
2017 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 20 18, 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah bcberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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16. Peraluran Menleri Keuangan Nomor 84/PMK.07 /2008 
ten tang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau dan Sanksi atas Penyala hgunaan Alokasi Dana 
Bagi Hasil Cukai Tcm bakau ; 

17. Peraturan Menlcri Dalam Negeri Nomor 32 Ta hun 20 11 
tentang Pedoman Pcmbcrian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana tela h diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20 13 
tentang Penerapan Stand ar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pem erintah Daera h; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 8/PMK.07 /20 16 
Tahun 2 016 Tenta n g Penggunaan, Pemantauan, dan 
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
ten tang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggara n 
2018; 

2 1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Ta hun 2017 
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
Kepada Provinsi J awa Timur dan Ka bupaten / Kota di Jawa 
Timur Tahun 2018; 

22. Peraturan Daerah Ka bupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pen gelolaan Keuangan Daera h 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15/ A} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembara n 
Daerah Ka bupaten J ombang Tahun 201 7 Nomor 12/ A) ; 

23. Peraluran Daerah Kabupalen J ombang Nomor 8 Tahun 
20 16 ten tang Pembentukan dan Susunan Pera n gkat 
Daerah Kabupalen Jombang (Lembara n Daerah Tahun 
2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembara n Daerah Tahun 2016 
Nomor 8/ D) ; 

24. Peraturan Daerah Kabupa len Jombang Nomor 15 Tahun 
20 17 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 20 18 (Lem baran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 201 7 Nomor 15/ A); 

25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2017 tenta ng 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 201 7 Nomor 50/ A); 

26. Peraturan Bupali J ombang Nom or 58 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggara n Pendapata n da n Belanja Daerah 
Tahun Anggatan 2018 (Bcrita Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 201 7 Nomor 58 / A). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 58 TAHUN 
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 
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Pasal 1 

Anggaran Penda pa lan dan Bela nja Daera h Ta hun An ggara n 
20 18 terdir i d a ri : 

1. Penda patan : 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp . 402,072,28 9,955.00 
b. Dana Per imbangan Rp. 1,560,778,075,000.00 
c . Lain-Lain Pen da pa tan yang sah =..:R::J;:P:..:..·_=5=-10=,3<..::5:c...4:...z.,=5=8=6=,5"--=9c....!7-=.·=0=0 

J u mla h Pendapa tan Rp. 2,473,2 04,95 1,552.00 

2 . Belanja 

a. Belanja Tidak Langsu ng 
1) Bela nja Pegawai sejumla h 
2) Bela nja Hibah sejumlah 
1) Belanja Bantu an Sosia l 

sejumla h 
2 ) Belanja Banluan Kcuangan 

sejumla h 
3 ) Belanja Tidak Tcrduga 

sejumla h 
Jumlah Belanja Tidak 
Langsung 

b . Belanja Langsu n g 
1) Belanja Pegawai 
2 ) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Moda l 

Jumla h Belanja La n gsung 
Jumla h Belanja 

Defisit 

3. Pem b ia yaan : 
a . Pen erim a an 
b. Pen geluaran 

J u m la h Pembiayaan Netto 
Sisa lebih pem biayaan 

anggaran setelah perubaha n 

Pasal 2 

Rp. 1.099 ,020,555,013 .50 
Rp. 130 ,760,568,640 .00 

Rp. 6 ,4 37 ,000 ,000.00 

Rp. 10,068,437,546.50 

Rp. 1.000.000.000 ,00 

Rp. 1,647,286 ,561,200 .00 

Rp. 93,201,9 19,732.00 
Rp. 575,7 10 ,866,699.09 
Rp. 280 ,005 ,6 03,920.91 

Rp. 948,9 18,390 ,352.00 
Rp . 2,596,204,95 1,552.00 

Rp. (1 2 3 .000 .000 .000,00) 

Rp. 123.000.000.000 ,00 
Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp 0 ,00 

Ringka san Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dala m Lampiran I yang m erupa ka n bagia n 
tida k terpisahka n -da ri Peralu ran Bupali ini. 

Pasal 3 

Penjaba ra n APBD sebagaimana Pasal 1 d irinci le bih lanjul 
da lam Lampira n II yang m erupaka n bagia n yan g tida k 
terpisahka n dari Peratura n Bupa ti ini. 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran APBD yan g ditetapkan da la m 
pera turan ini ditua n gkan lebih lanjut dala m dokumen 
pelaksan a an a n ggara n Satuan Kerj a Perangkat Daerah sesuai 
dengan ketentuan perunda n g-undan gan. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai bc rlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jomban g. 

Ditetap i Jombang 
Pada t 
Pjs. BU 

SETIAJIT 
Diundangkan di Jombang 
P a tanggal 
S KRETARIS 

BUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 9/ A 
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